
 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015  

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MOJOKERTO,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif 

dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan 

dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan 

struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Mojokerto;  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Mojokerto; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

dan 

BUPATI MOJOKERTO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 11 

dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto. 

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 

6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten 

Mojokerto. 
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7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana 

BPBD Kabupaten Mojokerto. 

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. 

9. Dihapus. 

10. Dihapus. 

11. Dihapus. 

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

13. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana BPBD 

Kabupaten Mojokerto. 

 

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1A 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD dengan 

klasifikasi A. 

 

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat 

Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

 

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 10 

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati. 

 

6. Ketentuan Bab VI dan Pasal 11 dihapus. 
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7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 15A 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan 

Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. 

 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 31 Mei 2024 17 

Mei 2021 

BUPATI MOJOKERTO, 

 

 

              ttd. 

 

 IKFINA FAHMAWATI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 31 Mei 202417 Mei 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

 

 

                    ttd. 

 

TEGUH GUNARKO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 3 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

PROVINSI JAWA TIMUR 61-3 /2024



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015  

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

 

I. UMUM 
 

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance), dilakukan reformasi birokrasi pada area penataan 

dan penguatan organisasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada terciptanya 

organisasi tepat fungsi, tepat ukuran, efektif dan efisien sesuai dengan 

kondisi nyata dan kebutuhan serta kemampuan Daerah, sehingga penataan 

kelembagaan Perangkat Daerah harus dilaksanakan secara rasional, 

proporsional, efektif dan efisien guna menunjang koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan Perangkat Daerah antara 

pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan Daerah. 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada dasarnya disusun dalam rangka 

menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.  

Pengaturan struktur organisasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto masih perlu 

disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu 

dilakukan perubahan. Perubahan tersebut antara lain dilakukan terhadap 

ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta 

merubah, menambahkan dan/ atau menghapus beberapa ketentuan pasal 

lainnya.  

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

 Angka 1 

  Pasal 1 

   Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 1A 

  Cukup jelas. 

Angka 3 

 Pasal 7A 

  Cukup jelas. 
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Angka 4 

 Cukup jelas. 

Angka 5 

 Pasal 10 

  Cukup jelas. 

Angka 6 

 Cukup jelas. 

Angka 7 

 Pasal 15A 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 

 


